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ABSTRACT 

 

This research analyses reconciliation and reintegration in Aceh, 

located in five districts: Pidie, Bireuen, North Aceh, East Aceh and 

Central Aceh which are the most affected areas of conflict and 

reintegration problems. These areas just been passed of three 

decades conflict and now facing some obstacles in the process of 

reintegration and reconciliation. The structure of conflict in these 

areas is that the ex-GAM combatants and militia are not in social 

cohesion in post-conflict situation. This research attempts to find 

out a research question of can ex-GAM members assimilate with 

other elements of society to the new social system or structure 

nowadays? The result of this research  is that there are any 

reductions of the meaning and purpose of reconciliation into a 

mere money distribution as to compensate the victims of conflict. In 

the Helsinki’s MoU stated that several things related to 

reconciliation has absent in formulating the details of  human 

rights court of justice, governance system, creating conducive 

condition, etc. The next problem is about rehabilitation and 

compensation. The strategy of rehabilitation and compensation in  

Aceh has focused more to allocate money to the victims. This paper 

also examines some challenges to the reconciliation and 

reintegration process in Aceh. There are four challenges: (1) the 

BRA professionalism mainly on the providing of concrete and 

standard derivative policy of rehabilitation, (2) corruption and 

mis-management of rehabilitation fund, (3) there is no ad-hoc 

human-rights court of justice and and the truth and reconciliation 

commission (KKR) and, (4) unreleased some ex-GAM political 

prisoners regarded as criminals. 
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Pendahuluan 

Terlalu berlebihan kiranya jika hanya dalam kurun empat tahun kita 

mengharapkan seluruh persoalan, sisa dendam dan potensi konflik dapat 

dihilangkan atau ditekan seluruhnya di Aceh. Perlu waktu panjang untuk 

menyelesaikan segala persoalan yang ditimbulkan akibat konflik yang telah 

berkecamuk di Aceh selama 30 tahun. Tetapi sangat naif juga apabila alasan 

proses panjang dijadikan sebuah apologi untuk membiarkan atau memaklumi 

berbagai konflik yang ada tanpa perhatian khusus. Pembiaran terhadap segala 

potensi konflik, sekecil apapun, bagaikan membiarkan bara puntung rokok dalam 

sekam. MoU Helsinki mengamanatkan sejumlah agenda penting seperti 

reintegrasi dan rekonsiliasi yang pelaksananaanya dibebankan pada Badan 

Reintegrasi Damai Aceh (BRA).  

 Sejauh ini, program reintegrasi dan rekonsiliasi yang bersifat formal 

seperti pembayaran kompensasi dan pemberian jatah hidup hampir rampung 

seluruhnya. Pemenuhan terhadap kewajiban formalitas memang penting tetapi 

reintegrasi dan rekonsiliasi bukanlah sebuah aktifitas hitam di atas putih 

(formalitas) belaka. Disamping itu, selain hanya sebagai tujuan jangka pendek, 

dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala dan hambatan. 

 Rekonsiliasi dan reinitegrasi adalah program jangka panjang. Substansi 

dari aktifitasnya adalah untuk kembali menegakkan nilai-nilai sakral dalam 

masyarakat yang telah ternoda sebelumnya, membangun kepercayaan antar 

komunitas yang terbelah dan menciptakan proses akomodasi perdamaian yang 

bersifat mutualistis diantara pihak-pihak yang bertikai. Semua itu dapat berjalan 

baik apabila ada pengakuan perilaku kekerasan yang telah mereka lakukan, 

adanya perasaan penderitaan bersama, adanya keyakinan bahwa ketidakadilan 

yang dialami akan dapat ditebus, dan adanya antisipasi mengenai keamanan dan 

kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, perdamaian akan tercipta apabila proses 

keadilan ditegakkan. 

 Sejauh mana BRA telah melaksanakan substasi program rekonsiliasi dan 

reintegrasi tersebut? Tentu saja BRA telah banyak melaksanakan berbagai 

tugasnya dengan baik, tetapi evaluasi harus tetap diberikan sebagai upaya kontrol 

dan perbaikan. Tulisan ini akan mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh BRA 

dan apa yang seharusnya dilakukan.  

 

Indikator Keberhasilan Reintegrasi  

Untuk menilai sejauh manakah efektifitas keberhasilan program reintegrasi, 

diperlukan indikator. Proses Reinitegrasi dan rekonsiliasi mengalami keberhasilan 

apabila secara umum, berbagai program yang telah dicanangkan oleh pemerintah 

berhasil dilaksanakan dengan baik  dengan memenuhi  berbagai indikator sebagai 

berikut: 

1. Adanya rasa kepuasan di tingkat masyarakat terhadap situasi dan kondisi 

keamanan di Aceh saat ini dibanding masa lalu (sebelum MoU). 

2. Tidak ada lagi atau menurunnya jumlah konflik bersenjata antara 

pemerintah dengan pejuang GAM atau secara statistik jumlah konflik pada 

saat ini menurun drastis dibanding masa lalu. 



3. Menurunnya konflik atau pergesekan horisontal pada saat ini di tingkat 

masyarakat antara yang pro integrasi dan pro kemerdekaan dibanding pada 

masa lalu. 

4. Tingkat kesejahteraan masyarakat pada saat ini lebih baik dibanding masa 

lalu. 

5. Khusus dalam perspektif jender, adanya advokasi  terhadap korban 

kekerasan, terutama anak-anak dan perempuan. 

 
Pengukuran terhadap indikator-indikator tersebut dilakukan baik secara 

kualitatif maupun kuantitiaif. Secara kualitatif, selain kajian terhadap berbagai 

sumber yang bersifat sekunder, juga dilakukan interview ke berbagai sumber 

kompeten. Secara kuantitatif, dilakukan survei purposif dengan metode angket di 

lima lokasi berbeda di Aceh, yaitu Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie 

dan Bireuen yang melibatkan 500 responden. 

 

Badan Reintegrasi Damai Aceh 

Sebagai badan yang dibentuk segera pasca kesepakatan damai 

ditandatangani, BRA dihadapkan pada sejumlah agenda besar. Dalam waktu 

relatif cepat, BRA dituntut untuk melaksanakan kerja-kerja besar dengan resiko 

besar pula. Kondisi seperti ini seharusnya diatasi dengan perekrutan sumber daya 

manusia (SDM) yang qualified. Inilah letak permasalahan pertama BRA, yaitu 

kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, yang memiliki pemahaman, 

pengetahuan dan kualifikasi tinggi. Menurut Brigjend. Amiruddin, ketua Forum 

Komunikasi dan Koordinasi (FKK), seharusnya personel yang ditempatkan di 

BRA adalah para birokrat yang mengerti administrasi pemerintahan dan 

administrasi keuangan negara.
1
 Keterbatasan SDM ini berdampak luas pada 

penyusunan program, kinerja dan etos kerja, operasional teknis organisasi maupun 

implementasi substantif dari program reintegrasi dan rekonsilisi. Akibatnya, 

banyak data yang disusun oleh BRA tidak valid serta program yang tidak 

konsisten dan tidak tepat sasaran. Untuk menciptakan BRA yang kredibel, 

sejumlah nara sumber mengusulkan agar segera merestrukturisasi orang-orang 

yang ada di BRA dan membentuk sebuah lembaga yang bertugas mengevaluasi 

atau mengontrol lembaga tersebut.
2
 

 Permasalahan kedua adalah struktur yang kerap mengalami bongkar 

pasang dan dilanda konflik kepengurusan. Kasus seperti ini salah satunya dialami 

oleh BRA Aceh Timur yang akhir keputusannya harus ditentukan melalui di 
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Pengadilan Tata Usaha Negara.
3
 Perombakan kepengurusan melalui mekanisme 

yang tidak reguler melahirkan berbagai dampak. Pertama adalah dampak 

psikologis individual. Eksponen organisasi BRA yang dilanda konflik niscaya 

tidak akan pernah mampu melakukan berbagai tugasnya secara baik karena 

energinya terkuras pada persoalan konflik internal. Dampak kedua adalah 

organisasional. Dualisme kepemimpinan akan membuat lembaga donor atau pusat 

melakukan kebijakan penahanan diri dalam pemberian donasi menunggu adanya 

kepastian hukum. Gejala ini tentunya akan menghambat pelaksanaan program 

reintegrasi di dalam masyarakat.  

 Permasalahan ketiga adalah persoalan legalitas atau payung hukum BRA. 

Sebagai sebuah badan pemerintah yang pelaksanaan kegiatan dan donasinya 

dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, struktur BRA seharusnya ditetapkan 

oleh pemerintah pusat juga. Tetapi disinilah letak keunikan atau tepatnya 

kerumitan BRA dimana struktur kepengurusannya ditetapkan oleh kepala daerah. 

Status ini dianggap tidak kuat apabila dikomparasikan dengan kewenangan BRA 

begitu besar, khususnya dalam pengelolaan keuangan.  

 Permasalahan keempat adalah persoalan arah kebijakan yang tidak jelas. 

Hampir seluruh kebijakan BRA lebih memprioritaskan persoalan reintegrasi dan 

rekonsiliasi ini pada kompensasi. Selama ini BRA cenderung lebih memfokuskan 

pada program ekonomi sementara permasalahan psikologi sosial menjadi 

terabaikan.
4
 Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh International Organization 

for Migration, Harvard Medical School dan juga Universitas Syiah Kuala 

diperoleh hasil bahwa kondisi psikologi masyarakat Aceh yang menjadi korban 

konflik masih mengalami trauma yang sangat akut.
5
  

 Terjadi berbagai tumpang tindih pelaksanaan program yang telah 

ditetapkan oleh BRA terkait penyaluran bantuan terhadap para korban konflik. 

Mulai dari mekanisme penyaluran yang lebih cenderung mencerminkan 

kompensasi politik manjadi Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Pada 

tahun berikutnya, mekanisme berubah lagi melalui 3 cara, yaitu individu 

langsung, orientasi pada pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif dan 

dukungan pendampingan.
6
 Ini terjadi karena BRA tidak dilengkapi dengan sistem 

database yang baik. Bahkan untuk melihat data-data laporan saja, sangat berbeda 

antara yang dikeluarkan oleh situs resmi, melalui majalah ataupun selebaran 

resmi. Kondisi ini mengesankan BRA tidak memiliki konsep serta acuan dalam 

mengurus reintegrasi.
7
 Kesalahan bukan mutlak semata milik BRA, tetapi juga 

pemerintah pusat. Pemerintah pusat dinilai tidak memiliki political will terhadap 

                                                 
3
 Iskandar Zulkarnaen et.al. “Rekonsiliasi dan Reintegrasi Aceh; Studi Kasus Aceh 

Timur”, Seumike, Journal of Aceh Studies,Vol.4.No.1 feb.2009, hlm.61 
4
 Blair Palmer, The Price of Peace: Reintegration Funds have Accused Problems as well 

as Solving Them”lihat dalam http://insideindonesia.org/content/view/124/29/ 
5
 ibid 

6
 Pedoman kerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Korban Konflik Tahun 

Anggaran 2007 
7
 lihat ”Badan Reintegrasi Damai Aceh tidak punya konsep kerja”,  http://aceh-

media.blogspot.com/2007/12/badan-reintegrasi-damai-aceh-tidak.html 



masalah tersebut. Pola reintegrasi tidak mengarah pada penguatan skill melainkan 

hal yang sifatnya instan.8
 

 Permasalahan terakhir adalah tidak adanya koordinasi antara BRA 

Propinsi dengan BRA di tingkat kabupaten/kota. Masalah koordinasi dan 

komunikasi ini memang menjadi salah satu hambatan reintegrasi. Kurangnya 

komunikasi mengakibatkan kurangnya sosialisasi kebijakan dari tingkat elite ke 

grassroot tentang sejauhmana proses damai sudah berlangsung. Terkait dengan 

persoalan ini, Amiruddin, mengatakan ada empat hal yang harus dibenahi oleh 

BRA; database, kapasitas SDM, program kerja yang sustainable dan kelima tidak 

memanjakan eks-GAM.
9
 Keruhnya persoalan BRA ini juga diamini oleh Ahmad 

Blang yang mengakui terjadinya perilaku penyimpangan profesionalisme yang 

membuat institusi ini tidak netral.10 

 

Implementasi Program 

Berdasarkan MoU, tugas besar terkait reintegrasi dan rekonsiliasi meliputi 

amnesti, integrasi, pembentukan lembaga peradilan HAM dan pendirian lembaga 

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Implementasi program reintegrasi yang 

dilaksanakan melahirkan banyak permasalahan dan kendala di lapangan. 

Permasalahan terkait dengan perdebatan data, pendefinisian, bentuk program 

sampai dengan penyimpangan program di lapangan.  

 MoU Helsinki mencatat tentang kewajiban Pemerintah Indonesia 

mengenai reintegrasi. Namun, pasal-pasal mengenai hal tersebut agaknya 

terredusir oleh pemahaman bahwa reintegrasi adalah persoalan pembayaran 

kompensasi terhadap para korban konflik dan juga mantan GAM. Peredusiran ini 

tentu saja membawa ekses negatif yang kemudian meluas ke berbagai hal, seperti 

munculnya konflik baru diantara mantan GAM dan milisi terhadap para 

pemimpinnya yang dinilai melupakan para anggotanya, pembagian yang tidak adil 

dan merata serta persoalan korupsi dan kemudian persoalan sistem dan kinerja 

orang-orang dalam pemerintahan daerah pasca pilkada. Selain persoalan dana, 

reintegrasi juga mengakibatkan banyaknya terjadi perubahan dalam struktur sosial 

masyarakat.  

 

- Amnesti 

Perdebatan yang muncul dalam persoalan ini adalah pendefinisian anggota GAM 

mana saja yang mendapat amnesty? Apakah semua anggota GAM mendapat 

amnesty? Bagaimana batasannya? Menurut pemerintah, amnesty hanya akan 

diberikan kepada mereka yang terlibat dalam aktivitas politik saja, bukan pada 

kasus kriminal. Pemilahan apakah seorang anggota GAM itu melakukan tindak 

pidana atau aktivitas politik sangat kabur, dimana tindakan pidana bisa terjadi 

karena dorongan politik. Hingga pertengahan 2008, masih terdapat 11 narapidana 
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eks GAM yang belum dibebaskan. Mereka adalah Mahyuddin, hamdani , Zul 

Ramli (kepemilikan ganja), Usman usmar, Dinan Sabardiman, Mudin dan Iwan 

Setiawan, Saifan Nurdin, T Ismuhadi, Ibrahim Hasan, Irwan. Tiga nama terakhir 

divonis seumur hidup dengan perkara pemboman atau perusakan gedung serta 

kepemilikan senjata api. 

 Contoh kasus yang menonjol adalah Teungku Ismuhadi bin Jafar, yang 

tidak diberi amnesty karena tindakannya, pemboman terhadap gedung BEJ, 

dianggap murni kriminal. Dalam kasus ini, pemerintah bersikukuh tidak 

memberikan amnesty karena selama proses persidangan, Ismuhadi terus 

menyangkal bahwa ia adalah anggota GAM. Para pemimpin GAM juga 

menyangkal tuduhan bahwa mereka terlibat, dan menyatakan bahwa mereka tidak 

pernah memperluas jangkauan perjuangan bersenjata mereka diluar Aceh. Namun 

setelah perjanjian damai ditandatangani, GAM berargumentasi bahwa pengadilan 

tidak berlaku adil dan informasi telah diambil paksa lewat penyiksaan.
11

 Rasa 

kekecewaan terhadap proses amnesty yang belum tuntas dapat meletupkan 

berbagai insiden. Contohnya adalah ketika lima orang bersenjata masuk dan 

menyerang penjara di Dumai dengan tujuan membebaskan dua orang anggota 

GAM dimana salah satunya tidak termasuk dalam daftar penerima amnesty.
12

 

 

- Reintegrasi GAM 

Proses reintegrasi GAM ke dalam masyarakat memiliki banyak persoalan. Ini 

karena kembalinya mereka tidak hanya sekedar membawa diri, melainkan 

membawa berbagai persoalan seperti isu kepemilikan, kompensasi dan kejahatan 

yang tak terhukum.
13

 Kondisi pada saat konflik berlangsung dan sesudahnya jelas 

sangat berbeda menuntut para anggota GAM untuk dapat beradaptasi dengan 

cepat pada lingkungan barunya. Selain masalah tanggungjawab untuk 

mengimplementasikan damai sesuai amanat MoU, mereka juga banyak 

dihadapkan pada persoalan pribadi dan keluarga. Mantan kombatan dan 

masyarakat yang terkena dampak konflik menghadapi problematika kehidupan 

dan perekonomian yang menantang kohesi sosial.
14

Transformasi dari kehidupan 

militer kepada kehidupan sipil bukanlah hal yang mudah, karena disitu ada 

dendam dan berbagai masalah lainnya.
15

 

 Menurut World Bank, dalam hampir banyak kasus, tingkat penerimaan 

masyarakat terhadap mereka sangat tinggi (90%). Hal ini terjadi karena 

masyarakat desa telah mengenal mereka dahulu sebagai bagian dari warga 

desanya dan sebagian besar kombatan juga sesekali pulang kampung untuk jangka 

waktu pendek selama konflik terjadi.
16

 Ini sesuai dengan survey yang kami 
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lakukan dimana 71% warga Aceh tidak memiliki masalah dengan reintegrasi 

GAM ke dalam masyarakat. 

 

 
 

Kendala dalam pembauran Aceh adalah mengenai pekerjaan. MoU menegaskan 

pentingnya hak akan pekerjaan bagi para mantan GAM. Hal ini, menurut Frödin, 

pada tataran konsep melahirkan berbagai perbedaan interpretasi. Mayoritas 

masyarakat Aceh mendefinisikan pekerjaan adalah beraktifitas di sektor formal 

dengan pendapatan rutin perbulannya dimana mayoritas GAM tidak termasuk di 

dalamnya.
17

 Pemahaman ini berdampak pada tuntutan mereka untuk mendapatkan 

pekerjaan di sektor-sektor formal. Tuntutan ini berdampak luas pada sistem sosial 

ekonomi dan politik yang menciptakan hubungan patron-klien dan memperluas 

korupsi.
18

 

Proses reintegrasi ini bukan perkara mudah bagi anggota GAM ataupun 

bagi warga yang menerimanya. Beberapa mantan anggota GAM memang mudah 

berbaur dengan masyarakat. Tetapi itu lebih dikarenakan mereka bukan GAM 

“full time”, melainkan “part-time” saja. Di beberapa tempat, proses reintegrasi 

kurang berjalan mulus. Terdapat beberapa insiden kecil yang melahirkan 

pergesekan di dalam masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap orang-orang 

GAM sebagai sosok arogan.
19

 Keberadaan Komite Peralihan Aceh (KPA), sebagai 

wadah baru bagi para anggota GAM, juga menjadi sorotan tersendiri yang 

dianggap eksklusif.
20
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 Ganjalan awal adalah jaminan keamanan bagi GAM dan masyarakat yang 

menerimanya. Proses integrasi GAM dalam masyarakat majemuk seperti di Aceh 

memang rumit dimana selain GAM dan masyarakat umum, juga terdapat 

kelompok milisi anti separatis (PETA). Di beberapa tempat, reintegrasi GAM 

dengan milisi PETA berjalan lancar, tapi sebagian lagi menemui hambatan. GAM 

dinilai menutup diri dari PETA.
21

 Dimasa damai, akibat dominasi kekuasaan dan 

perilaku pemanjaan terhadap dari pemerintah terhadap GAM, PETA merasa 

bahwa mereka adalah masyarakat kelas dua.22
 Tetapi Nashiruddin bin Ahmed, 

mantan pimpinan GAM, mengatakan komunikasi PETA dan GAM tidak ada 

masalah. Yang bermasalah justru interaksi antara PETA dengan masyarakat.
23

  

 Bagaimana pendapat masyarakat? Data hasil survey yang kami peroleh 

menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak melihat adanya kendala dalam 

persoalan hubungan interaksi antara mantan GAM dan mantan PETA.  

 

 
 

- Rehabilitasi dan Kompensasi 

Kesulitan pertama dalam penyaluran dana rehabilitasi adalah menentukan 

siapa yang berhak menerima (korban konflik). Siapakah sesungguhnya yang 

disebut “korban konflik”? Secara psikologis, hampir seluruh masyarakat Aceh 

menderita trauma, terancam rasa takut selama puluhan tahun. Jika itu tolak 

ukurnya, maka semua warga Aceh adalah korban dan masuk dalam daftar bantuan 

BRA yang harus disantuni. Tetapi tentu saja itu mustahil dilakukan. Jika 

ukurannya adalah fisik, maka dimana batasnya? Sebagian besar warga Aceh ada 

yang secara fisik terluka baik ringan maupun berat. Tetapi ketika kesepakatan 

damai ditanda tangani, luka itu telah mengering atau sembuh total dan tak 

berbekas sama sekali. Melalui perdebatan alot dan panjang, BRA berhasil 
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mengidentifikasi kategorisasi korban konflik. Tetapi menurut Frödin, konsep 

korban yang ditetapkan oleh  BRA terlalu luas dan umum dan mengesampingkan 

korban-korban lain yang justru sangat penting untuk diadvokasi namun menjadi 

terabaikan.
24

   

 

Pendefinisian korban oleh BRA telah mengeyahkan perempuan dan anak-

anak dari perhatian. Selain itu, kompensasi yang diberikan pemerintah kepada 

GAM dinilai tidak adil. Ada tuntutan agar kompensasi tidak hanya diberikan 

kepada GAM, tetapi juga pada warga lain yang justru kerap menjadi korban 

konflik. Rakyat yang paling banyak menderita sebagai korban konflik kerap 

mempertanyakan mengapa pemerintah lebih memperhatikan anggota GAM 

dibanding mereka yang jelas-jelas lebih merasakan dampak konflik yang ada. 

Pada masa konflik, GAM masih dapat melakukan perlawanan atau bersembunyi 

di hutan dan hidup dari hasil uang pajak nanggroe, tetapi tidak demikian dengan  

rakyat yang kemudian kerap menerima getah pelampiasan kemarahan TNI. 

Ketidak adilan penyaluran dana reintegrasi tidak hanya dirasakan oleh rakyat yang 

menjadi korban konflik, tetapi juga oleh TNI yang merasa berhak menerima 

kompensasi. Riswanda Imawan dari UGM menilai kompensasi untuk GAM 

terlalu besar, sementara untuk TNI/POLRI sangat minim.
25

 

 Selain persoalan identifikasi korban, menurut Frödin, kegagalan BRA 

berikutnya adalah tidak mampu mendefinisikan bentuk bantuan reintegrasi dan 

rehabilitasi: reparasi terhadap segala kerugian dan kehilangan karena konflik atau 

penciptaan kesempatan dalam jangka panjang. Dari struktur organisasi yang 

dibentuk oleh BRA, terlihat BRA berupaya mengakomodasi kebutuhan jangka 

pendek (Pemberdayaan Ekonomi) dan jangka panjang (Sosial Budaya). Berbagai 

masalah yang melanda internal BRA membuat lembaga tersebut gagal untuk 

menjaga tetap pada garis lurus dan terjebak pada pemberian kompensasi bersifat 

tunai kepada para korban. Pada akhirnya, korban konflik tetap menjadi korban 

yang akan terus membutuhkan bantuan karena secara mental mereka tidak pernah 

berdaya.
26

 Program bagi-bagi uang tunai ini juga mendapat kritikan dari beberapa 

tokoh GAM, seperti Nashruddin bin Ahmed.
27

  

  Uniknya, pihak Pemerintah Daerah sendiri menyesalkan pemberian dana 

kompensasi ini karena membuat warga Aceh menjadi manja.28 Celakanya, 

persoalan uang seolah menjadi tolak ukur yang dominan di masyarakat Aceh. 

Semuanya sangat tergantung pada uang. Karena itu, Pemda Bireuen, umpamanya, 

sangat kesulitan mengajak warga Aceh untuk melakukan berbagai program 

pemberdayaan karena mereka menganggap bahwa dana reintegrasi adalah hak 
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mereka yang secara tunai harus diserahkan kepada mereka. Warga Aceh 

kemudian enggan diikut sertakan dalam berbagai program pemberdayaan tersebut. 

 Permasalahan ketiga terletak pada teknik penyaluran dana reintegrasi. 

MoU memang mensyaratkan adanya dana reintegrasi tersebut. Tetapi ia tidak 

menjelaskan secara detil mengenai bagaimana bantuan reintegrasi diberikan. 

Setelah melalui perdebatan dalam CoSA Meeting di Aceh Monitoring Mision, 

pada saat program reintegrasi dibahas pada tahun 2005,  akhirnya disepakati 

bahwa penyaluran dilakukan melalui perwakilan komandan GAM di setiap 

wilayah. Isu ini kemudian menjadi sangat sensitif. Berbagai keterlambatan dan 

peyimpangan banyak terjadi. Banyak anggota GAM yang hanya menerima 25-

30% saja.
29

 Pihak penyalur mengatakan sebagian dana yang “hilang” tersebut 

disalurkan untuk anak yatim, janda dan fakir miskin. Padahal dalam ketentuan 

sebelumnya telah disepakati bahwa kelompok sipil yang terkena dampak konflik 

juga mendapatkan bantuan kompensasi dan rehabilitasi dari porsi yang berbeda.  

 Ada indikasi juga bahwa berkurangnya dana bantuan reintegrasi tersebut 

karena GAM harus membagi dana itu kepada seluruh anggotanya yang 

sebenarnya jauh lebih besar dari yang disebutkan kepada pemerintah. Dalam MoU 

tegas tertulis bahwa anggota GAM berjumlah 3000 orang. Bupati Bireun, 

Geulanggang, memperkirakan anggota GAM lebih dari 3000 orang.
30

 Frödin 

bahkan memperkirakan jumlah eks-kombatan GAM dan pendukungnya 

diperkirakan mencapai 25.000 orang. Hal ini memunculkan isu tentang bagaimana 

mendistribusikan dana reintegrasi kepada eks-kombatan dan pendukung yang 

jumlahnya jauh melebihi perkiraan awal.
31

 Sementara itu, informasi lain 

mengatakan bahwa pengurangan dana reintegrasi merupakan sebuah strategi agar 

GAM dapat mempertahankan rantai komando mereka.
 32

  

Pilihan GAM ini bukan tanpa resiko. Kekecewaan akibat tidak sampainya 

dana reintegrasi secara penuh adalah ketidakpuasan dan kekecewaan para anggota 

GAM terhadap pimpinannya sendiri. Pada saat anggota GAM tidak memiliki 

pekerjaan, dan bantuan keuangan dari organisasi telah berkurang, para pimpinan 

GAM justru terlihat memakai barang-barang kategori mewah.
33

 Tidak hanya 

GAM, PETA juga dilanda permasalahan internal akibat penyimpangan penyaluran 

dana reintegrasi seperti yang diakui oleh Syukur Kobath dan Boediyono, Ketua 

dan Sekretaris PETA Aceh Tengah.
34

 Organisasi PETA juga tidak luput dari 
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protes anggotanya karena pendistribusian dana reintegrasi yang tidak diterima 

penuh oleh anggotanya. Al Chaidar melihat permasalahan konflik dalam 

penyaluran dana adalah sesuatu yang sangat serius. Menurutnya, ini adalah 

potensi konflik lebih besar, katanya.
35

  

 

 

Tabel Grafik Jumlah Konflik terkait Bantuan, Juli 2007 - Juni 2008 

 
 

Sumber: Bank Dunia, Laporan Pemantauan Konflik Mei-Juni 2008-11-01 

 

- Pengadilan HAM dan KKR 

Keadilan tidak akan pernah bisa ditegakkan tanpa adanya perdamaian, dan 

sebaliknya, perdamaian tidak akan pernah bisa hadir tanpa keadilan. Keadilan dan 

perdamaian bagaikan dua sisi mata uang yang keberadaannya mutlak. Demikian 

juga untuk perdamaain di Aceh. Perdamaian yang ada tidak akan memiliki arti 

apabila proses keadilan tidak ditegakkan. Permusuhan dan dendam lama yang 

tercipta karena konflik hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan, 

yaitu dibentuknya pengadilan hak asasi manusia dan lembaga semacam komisi 

kebenaran dan rekonsiliasi (KKR). Dalam kenyatannya, dua entitas tersebut 

belum terbentuk dan bahkan telah dilayukan sebelum berkembang. Tidak 

terbentuknya KKR karena terbentur oleh tidak adanya payung hukum atau 

undang-undang yang menaunginya. Undang-undang tentang KKR yang dahulu 

pernah ada dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembatalan UU ini berdampak 

pada pembentukan KKR di Aceh. Sebagian pihak menginginkan agar Aceh segera 

membentuk KKR tanpa perlu menunggu disahkannya UU KKR yang baru. 

Kelompok ini terdiri dari anggota DPRA, aktivis dan LSM kemanusiaan. Mereka 

berpendapat pembentukan KKR dapat dilakukan berdasarkan UU- Pemerintahan 

Aceh dan qanun. Sedangkan pihak kedua, pemerintah daerah (eksekutif) 

menginginkan agar pembahasaannya melalui DPR RI.  Ini karena baik MoU 

maupun UUPA secara eksplisit menyebutkan bahwa KKR merupakan bagian 

struktur dari KKR nasional yang bertanggung jawab membentuk KKR di setiap 
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daerah. Perdebatan dua kelompok ini terus terjadi tanpa keputusan yang berarti.  

Setali tiga uang dengan KKR adalah keberadaan pengadilan HAM. Berdasarkan 

UUPA keberadaan pengadilan HAM di Aceh  seharusnya telah dibentuk pada 

tahun 2007. Namun sejauh ini, belum terlihat adanya persiapan sama sekali untuk 

membentuk lembaga peradilan tersebut di Aceh. 

 Nuansa politik dalam persoalan KKR dan pengadilan HAM sangat kental. 

Beberapa pihak yang merasa terancam dengan keberadaan dua lembaga tersebut 

melakukan berbagai upaya untuk menggagalkannya. Para pensiunan TNI dan 

polisi, misalnya, secara eksplisit mengekspresikan penolakan terhadap investigasi 

yang dipimpin oleh Komnas HAM. Pemerintah, melalui Menteri Hukum dan 

HAM mengatakan  tidak bisa memberikan hukuman kepada TNI karena telah 

memberi amnesti dan bantuan dana reintegrasi dan rehabilitasi kepada GAM dan 

korban konflik. Bahkan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono bahkan secara 

publik menyatakan agar para jenderal menolak jika dipanggil Komnas HAM, 

sementara presiden Yudhoyono sendiri (seperti biasanya) tidak menyatakan sikap 

apapun dan lamban dalam dalam menentukan sikap. Demikian juga parlemen di 

Jakarta dinilai tidak memberikan dukungan yang diperlukan bagi sistem yudisial 

untuk bekerja. Ini menunjukkan dukungan politik yang semakin melemah.
36

 

 Jalan tengah yang diusulkan adalah merujukkan semua persoalan 

pelanggaran HAM di Aceh ke Pengadilan HAM. Perdebatan kemudian muncul 

terkait asas non-retroaktif atau tidak berlaku surut. Berdasarkan UU yang ada, 

pengadilan HAM hanya berwenang mengadili kasus pelanggaran HAM setelah 

lembaga peradilan tersebut dibentuk. Masalahnya adalah, pelanggaran HAM di 

Aceh justru terjadi sebelum MoU disepakati, yaitu sebelum tahun 2005. Praktis, 

apabila menganut prinsip non-retroaktif, maka keberadaan pengadilan HAM di 

Aceh dinilai percuma atau sia-sia. 

 

 

- Keadilan Jender 

Pihak yang paling banyak merasakan dampak konflik bukanlah mereka 

yang terlibat langsung dengan peperangan atau para pejuangnya, melainkan 

masyarakat sipil yang tidak berdosa dan tidak mengerti apa-apa mengapa perang 

harus terjadi. Dalam hal ini, perempuan dan anak-anak adalah korban yang paling 

besar. Mereka menderita fisik (cacat), mental psikologis bahkan tewas. Mereka 

inilah kelompok yang paling teraniaya ketika konflik terjadi. Tetapi ketika damai 

terjadi, kelompok teraniaya itu tidak pernah mendapat perhatian lebih dan bahkan 

cenderung diabaikan.Demikianlah, perang dan damai selalu tidak pernah berpihak 

pada persoalan jender, pada persoalan keadilan sosial dimana anak-anak dan 

perempuan selalu menjadi pihak yang terabaikan.  

 Tak pelak, konflik 30 tahun melahirkan banyak kesengsaraan kepada 

seluruh warga Aceh. Tetapi perempuan merasakan penderitaan yang berlipat-lipat 
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dibanding kaum pria dewasa. Ketika laki-laki meninggalkan desa karena merasa 

tidak aman dan menyelamatkan diri, perempuan mengambil alih sebagian besar 

peranan sosial yang pada mulanya dimainkan laki-laki dalam kehidupan di desa, 

seperti menjadi pengambil keputusan dan melakukan negosiasi bagi kedua belah 

pihak yang terlibat dalam pertikaian. Perempuan berstatus istri anggota GAM 

sangat berat. Ia menjadi bulan-bulanan aparat keamanan tanpa mampu berbuat 

apapun. Bahkan dalam banyak kasus, perempuan Aceh sering menjadi korban 

kekerasan seksual. 

 MoU Perdamaian Helsinki menyimpan kelemahan dasar dengan 

mengabaikan kelompok perempuan. Makna besar dan implikasi luas nota 

perdamaian disederhanakan hanya sebagai Persoalan antara Pemerintah RI dan 

GAM. Maida Safrina, aktivis perempuan Aceh, juga mengkritik praktek dan 

kebijakan yang ada. Menurutnya, perempuan pasca konflik kurang diperhatikan 

oleh pemerintah. Penderitaan perempuan baik saat konflik berlangsung maupun 

pasca konflik ini, tidak ada bedanya.
37

 Pandangan mengenai terpinggirkannya 

kelompok perempuan dalam proses damai ini juga disetujui oleh masyarakat Aceh 

yang menjawab bahwa program reintegrasi dan rekonsiliasi aceh belum menjawab 

persoalan perempuan (lihat tabel di bawah). 

 Kekurang pedulian terhadap urusan perempuan ini terlihat dari struktur 

kepengurusan BRA dimana dari 43 orang pengurus, hanya 3 posisi yang diisi oleh 

perempuan. Bahkan dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) sebagai wadah 

organisasi mantan anggota GAM, tidak satu perempuan pun menempati posisi 

strategis pada kelompok pengambil keputusan dan kebijakan. Mengapa 

perempuan harus diakomodasi lebih? Karena hanya perempuanlah yang mengerti 

perosoalan perempuan, suasana bathin dan psikologis diantara mereka. Akan 

sangat sukar, umpamanya, seorang perempuan korban pemerkosaan mau 

membeberkan pengalaman pahit itu kepada pihak laki-laki. Tabu sosial dan 

stigmatisasi terhadap perkosaan membatasi laporan pemerkosaan ke BRA. BRA 

belum membetuk mekanisme khusus untuk menyikapi isu-isu sensitif seperti ini.
38

 

Situasi ini membuat suara perempuan tidak mendapatkan perhatian semestinya. 
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Ketidakberpihakan terhadap perempuan juga terlihat dari kategorisasi 

korban. Mulai dari soal pendefinisian korban konflik, perempuan sudah 

dipinggirkan. Pendefinisian yang dibuat oleh BRA sangat kabur dan secara luas 

merugikan kaum perempuan. Dalam sepuluh kategorisasi korban, dimana 

perempuan dikelompokkan? Bantuan bagi mantan GAM perempuan belum 

banyak tersentuh. Di tengah fakta bahwa sejak tahun 2000 foto-foto dan informasi 

tentang pasukan Inong Balee banyak muncul di media, tidak satupun dari mereka 

yang masuk dalam daftar penerima santunan bagi mantan kombatan GAM tahap 

pertama.
39

  

 Kategorisasi korban perempuan kemudian hanya dimasukkan sebagai 

bagian dari kelompok ahli waris korban (janda) atau diyat saja. Itupun dalam 

pelaksanaannya tetap saja kurang mendapat perhatian dan prioritas. Sebagai 

contoh, beberapa proposal yaang disampaikan oleh para janda korban konflik 

selalu memakan waktu lama. Dalam banyak kasus, proposal itu hilang. BRA lebih 

memilih memberikan bantuan pada kaum laki-laki, karena menganggap kaum 

perempuan tidak penting didahulukan. Prioritas diberikan kepada laki-laki bukan 

karena program kerja mereka lebih bermutu dan penting, melainkan karena sikap 

perepmuan yang tidak mau ribut. Ini berbeda dengan sikap laki-laki yang selalu 

rewel, ngotot bahkan melahirkan konflik apabila tidak diperhatikan. 

 BRA mungkin saja menyadari persoalan ini. Lembaga inipun kemudian 

melakukan berbagai program dengan sasaran perempuan. Beberapa donor 

asingpun terlibat mensponsori program yang ditujukan bagi peningkatan kapasitas 

perempuan Aceh namun masih belum mampu memecahkan masalah berupa 

keberlanjutan ekonomi.
40

 Beberapa kegiatan BRA yang semula dimaksudkan 

sebagai upaya memperlihatkan kepedulian terhadap perempuan Aceh justru 
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menuai banyak kritikan. BRA memberikan penghargaan kepada individu 

perempuan tertentu yang dianggap berjasa serta aktif dalam mengisi dan 

mempertahankan perdamaian. Kritik diarahkan karena menganggap program 

pemberian penghargaan tersebut justru memecah belah kelompok perempuan dan 

menciptakan konflik baru di kalangan mereka. Para aktivis perempuan melihat 

kegiatan tersebut hanya merupakan proyek mercusuar belaka yang tidak dapat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bawah. Mereka juga melihat bahwa 

penetapan orang-orang terpilih kurang obyektif dan sangat kental dengan nuansa 

nepotis.  

 

Mengukur Keberhasilan dalam perspektif Masyarakat 

Apabila melihat opini masyarakat, maka program reintegrasi dan 

rekonsiliasi dinilai telah berjalan maksimal. 

 
 

Dalam kontek keamanan, sangat jarang terdengar konflik antara GAM dan aparat 

keamanan (vertikal). Tetapi secara horisontal, justru meningkat drastis. Di Aceh 

Timur, menurut salah seorang Pengurus BRA, orang GAM justru berkelahi 

dengan sesama GAM.
41

 Konflik itu menyangkut perdebatan atas lahan dan 

sumber alam, kekerasan yang dilakukan baik oleh milisi maupun GAM, distribusi 

dana rehabilitasi yang tidak adil dan tidak transparan, serta korupsi.  

 Dalam konteks reintegrasi, proses pembauran relatif berjalan damai dan 

terlihat tidak memiliki masalah yang terlalu kompleks. Namun tidak berarti bahwa 

program pembauran berhasil dengan sempurna. Ketidakhadiran KKR dan 

lembaga pengadilan HAM menyebabkan persoalan dendam dan permusuhan 

belum terkikis. Apabila ada pemicu yang menekan titik sensitif, maka konflik 

dalam skala luas akan meledak. Namun optimisme damai dapat tetap terjaga 

terlihat dalam kasus atu Lintang. Dalam peristiwa yang terjadi pada 2 Maret 2008 

tersebut, terjadi sebuah insiden pembakaran kantor KPA Sagoe Merah Mege, Atu 

Lintang, oleh sekelompok anggota Ikatan Pekerja Terminal (IPT), sebuah 

organisasi yang didominasi oleh mantan anggota milisi antiseparatis. Dalam 

peristiwa itu, lima orang anggota KPA tewas terbakar dan satu kritis. Peristiwa ini 
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mengingatkan orang pada tragedi yang hampir sama lima tahun lalu (2003) yang 

juga terjadi pada awal bulan Maret, yaitu tanggal 3. Pada saat itu terjadi 

penyerangan terhadap Komisi Keamanan Bersama (Joint Security Committee - 

JSC) Aceh Tengah yang berkontribusi besar terhadap kegagalan proses damai 

yang difasilitasi oleh Henry Dunant Centre. 
42

   Masyarakat Aceh Menilai bahwa 

kondisi keamanan pasca MoU jauh lebih baik dari sebelumnya. 

 

 
 

Optimisme ini juga didukung oleh hasil survey dimana mayoritas seluruh 

masyarakat di lima lokasi survey menyatakan tidak memiliki permasalahan 

dengan integrasi atau pembauran. 

 Dalam persoalan kesejahteraan, dengan digelontorkannya dana yang 

sangat besar dalam program BRA dan juga pada saat bersamaan dalam program 

rekonstruksi pasca bencana tsunami, praktis masyarakat Aceh memiliki finansial 

yang jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Ketiadaan perang juga 

memungkinkan warga Aceh untuk bekerja lebih baik dan maksimal. Karena itu, 

dari sisi kesejahteraan, masyarakat melihat bahwa masa pasca MoU jauh lebih 

baik dibanding sebelumnya. 
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Melihat dari berbagai jawaban atas tolak ukur di atas, program reintegrasi 

dan rekonsilisi nampaknya telah berjalan maksimal. Tetapi maksimalitas 

pelaksanaan program tidak berarti jaminan bagi efektifitas program. Ada beberapa 

catatan tentang mengapa masyarakat menjawab puas. Yang pertama adalah faktor 

penialian perdamaian berdasar atas raihan materi belaka yang terwujud dalam 

program rehabilitasi dan kompensasi dan bantuan dana reintegrasi. Kebijakan 

besar-besaran dalam hal ini telah menggusur nilai-nilai rekonsiliasi yang 

seharusnya dibangun, yaitu menciptakan keadilan. Gelontoran dana yang 

melimpah juga membuat masyarakat terjebak dalam hedonisme dan budaya 

konsumtif. Progam reintegrasi seharusnya bukan sekedar bagi-bagi uang. Tetapi 

kebiajkan itu membuat masyarakat terkotak-kotak dan terjebak dalam budaya 

konsumtif.  

 Sadar akan kesalahan bentuk program, BRA kemudian mengubah dari 

sifatnya tunai kepada perorangan, menjadi program pendampingan. Program ini 

memang baik, tetapi seharusnya difokuskan pada pemberdayaan masyarakat 

secara mandiri tanpa menciptakan ketergantungan dalam jangka panjang. Hal ini 

yang harus dipikirkan oleh BRA secara mendalam dan matang. Program dan 

target yang tidak terarah hanya akan membuat masyarakat melupakan permusuhan 

sejenak, tetapi tidak selamanya. Ketika madu itu telah habis, maka konflik akan 

berkobar lagi. Sektor pendidikan seharusnya mendapatkan prioritas lebih. Melalui 

pendidikan dapat ditanamkan nilai-nilai perdamaian sejak dini dan berbagai upaya 

penghindaran konflik. Pendidikan dapat bersifat formal (sekolah) dapat juga non-

formal (pesantren, pelatihan dan lain sebagainya).
43

 

 Dalam konteks ini, BRA harus segera menangani permasalahan internal 

mereka, mulai dari persoalan program yang kerap tumpang tindih, sumber daya 

manusia yang relatif kurang memiliki pemahaman dan pengalaman baik serta 

membangun sistem koordinasi dan komunikasi yang baik dengan dan antar BRA 

di tingkat kabupaten/kota. 
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 Penyaluran dana reintegrasi dan rehabilitasi secara tunai membuat 

persoalan KKR dan Pengadilan HAM tenggelam atau sengaja ditenggelamkan. 

Masyarakat dibuai dengan gelimang dan kesibukan berburu keuntungan yang 

sesungguhnya bersifat jangka pendek. Strategi itu memang berhasil membuat 

masyarakat lupa bahwa persoalan keadilan bukan semata persoalan kompensasi 

belaka.  

 Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk sebagai lembaga yang bertugas 

untuk mengusut berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Terbengkalainya 

persoalan KKR dan pengadilan HAM ini karena ada asumsi bahwa dua lembaga 

tersebut dibentuk hanya untuk memilah siapa korban dan siapa pelaku, mana 

penjahat dan mana yang harus dibela. Penting untuk dicatat bahwa tujuan 

pembentukan pengadilan HAM bukanlah sebagai wadah pemilah antara korban 

dan pelaku, dimana korban mendapat imbalan dan pelaku mendapat sanksi. 

Pengadilan HAM dibentuk sebagai mekanisme untuk menegakkan tidak hanya 

sistem dan ketertiban sosial, tetapi yang terpenting adalah prinsip-prinsip 

kemanusiaan. 

 Terkait adanya prinsip non retroaktif dimana pengadilan HAM tidak dapat 

mengadili proses pelanggaran HAM yang terjadi sebelum lembaga itu terbentuk, 

maka di Aceh perlu dibentuk sebuah pengadilan HAM ad-hoc. Hukum perlu 

dirubah untuk tidak memberi ruang politik di parlemen mencampuri urusan 

praktis yudisial, dan untuk memberi keleluasaan tegas pada Komisi Nasional Hak 

Asasi Manusia (Komnas HAM) agar punya otoritas kuat untuk menjawab 

berbagai persoalan keadilan HAM domestik yang belum bisa diselesaikan. 

Komnas HAM bisa membawa penemuannya tentang pelanggaran HAM ke DPR 

dan kemudian diputuskan apakah telah berlansung kejahatan HAM yang serius 

dan jika benar bisa membentuk suatu pengadilan HAM ad hoc.
44

 Adanya lembaga 

tersebut masih dapat dimungkinkan berdasarkan  UU No. 26/2000 tentang hak 

asasi manusia. Undang-undang ini mengizinkan suatu aturan bagi pelanggaran 

hak asasi manusia yang serius sebelum tahun 2000 dapat diadili dalam 

„pengadilan HAM ad hoc‟ yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan 

parlemen. 

 Pentingkah KKR? Jawabanya pasti penting. Karena dialah lembaga yang 

bertugas merekonsiliasi pihak-pihak yang berseteru di dalamnya. Kehadiran KKR 

inilah yang justru kelak akan menciptakan suasana baru atau mentrasformasikan 

masyarakat dari situasi konflik ke situasi baru. KKR bukanlah sang pengadil 

melainkan lembaga yang menciptakan sebuah terobosan-terobosan baru bagi 

perdamaian hingga ketika pada saat pengdilan HAM tiba, upaya saling memafkan 

telah terjadi sebelumnya. The power of forgiveness adalah kekuatan yang sangat 

besar bagi sebuah perdamaian. Situasi ini dapat muncul justru ketika pihak-pihak 

yang berseteru dihadirkan dalam sebuah forum khusus untuk bekontemplasi, 

membuka diri dan berempati terhadap berbagai dampak yang terjadi akibat 
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konflik. Kekuatan maaf telah terbukti di berbagai tempat dapat menyatukan pihak-

pihak yang selama ini tercerai berai. Karena itu, apabila KKR dapat terbentuk dan 

bekerja secara optimal, maka tidak perlu ada ketakutan dari beberapa pihak yang 

selama ini tersudutkan terhadap pembentukan lembaga pengadiulan HAM ad-hoc. 

Pada pelaksanaannya kelak pengadilan tidak lebih sebagai lembaga yang 

menuntaskan segala pesoalan konflik melalui keputusan hukum secara imbang, 

fair dan memuaskan semua pihak. 

 Pertanyaan lebih lajut, seperti apakah bentuk, pentingkan diformalkan 

dalam sebuah lembaga? KKR di Afrika Selatan kerap menjadi model ideal bagi 

aktivis perdamaian. Padahal sejatinya, seperti halnya tidak ada road map tunggal, 

maka demikian pula dengan pembentukan KKR. Ia tidak perlu harus meniru KKR 

seperti yang telah di bangun di Afrika Selatan. Penolakan yang besar terhadapnya 

lahir karena asumsi KKR adalah sebuah lembaga yang diisi oleh orang-orang 

powerfull yang berhak memanggil dan memvonis siapa saja. Inilah salah satu 

alasan politik mengapa KKR secara nasional diganjal pembentukannya melalui 

pembatalan undang-undang. Karena asumsi salah tersebut telah begitu kuat 

merasuk, maka diperlukan sebuah upaya atau terobosan baru seperti membentuk 

sebuah KKR yang bersifat informal. Lembaga ini diisi oleh orang-orang yang 

dipercaya integritasnya oleh seluruh pihak yang terlibat konflik sebelumnya. 

Aktifitas yang dilakukannyapun bersifat informal sehingga orang merasa rileks 

ketika dimintai keterangan. Lembaga KKR informal seperti ini terbukti ampuh 

dilakukan di Irlandia. Aceh saat ini, dengan beberapa modifikasi di dalamnya, 

mungkin lebih cocok menerapkan sebuah lembaga KKR informal namun 

memiliki kekuatan pendamai yang besar. Unsur budaya adalah mekanisme paling 

efektif untuk ditonjolkan
45

. Dengan demikian, pembentukan KKR tidak lagi 

tergantung pada UU KKR yang belum jelas keberadaannya.
46

 

 Keadilan tanpa upaya perlindungan dan pembelaan terhdap perempuan 

adalah timpang karena perempuan merupakan pihak yang paling menderita dan 

dirugikan. Tidak ada yang lebih mengerti dari persoalan perempuan dibanding 

perempuan itu sendiri. Karena itu, perempuan harus memiliki keterwakilan dan 

diikut sertakan secara aktif dalam proses resolusi konflik. Posisi perempuan dalam 

tahap penyelesaian konflik mendapat pengesahan dari badan dunia, PBB. Dewan 

Keamanan (DK) PBB, secara bulat mensahkan Resolusi 1889, yang menyeru 

masyarakat internasional dan negara anggota agar menjamin bahwa perempuan 

sepenuhnya ikut dalam segala tahap penyelesaian konflik.
47

 Resolusi ini 

merupakan penguatan terhadap resolusi sebelumnya yaitu resolusi 1325 yang 

menetapkan pentingnya mengarus-utamakan jenis kelamin pada semua kancah 

proses perdamaian, termasuk pemelihara perdamaian, pembangunan perdamaian, 

dan pembangunan kembali pasca-konflik. 
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 Karena itu, struktur organisasi dan jumlah personel dalam BRA harus 

diubah dengan memasukan perempuan dan memenuhi program yang ada dengan 

program berbasiskan jender. Selain itu, BRA harus mendukung atau memberi 

tempat kepada organisasi-organisasi yang memiliki agenda advokasi terhadap 

perempuan. BRA  harus menekan agar pemerintah mengeluarkan berbagai 

kebijakan atau keputusan politik yang berpihak pada perempuan dan mengawal 

seluruh kebijakan tersebut hingga dilaksanakan. 

 

Kesimpulan 

Tekanan yang berlebihan dari berbagai pihak yang tidak sabar untuk 

melihat perdamaian Aceh yang hakiki membuat program reintegrasi dan 

rekonstruksi yang dihasilkan terkesan sangat formal dan sekedar memenuhi 

ketetatapan yang ada dalam MoU. Pemenuhan program yang serba formal dan 

instan hanya melahirkan kepuasan sesaat tetapi melahirkan ketergantungan sangat 

tinggi. Pemerintah, dengan segala keterbatasan dan fokus perhatian yang luas, 

tentu tidak bisa selamanya memprioritaskan Aceh. Ada banyak wilayah lain yang 

secara politik, sosial, budaya, keamanan dan ekonomi tertinggal dari Aceh.  

 Tanpa sebuah program yang menciptakan kemandirian kuat, maka begitu 

konsentrasi pemerintah di Aceh tidak lagi sekuat sebelumnya, saat itu juga 

ketidakpuasan akan muncul. Ketidak puasan ini merupakan buntut dari kemanjaan 

masyarakat yang senantiasa dituntun dan disuapi dalam menjalani hidup. Karena 

itu, pemerintah, dalam hal ini BRA, harus segera membenahi diri baik struktur 

organisasi, sumber daya maupun program kerja. BRA juga harus memberi porsi 

yang jauh lebih besar, bahkan jika perlu dominan, kepada perempuan Aceh karena 

mereka adalah kelompok yang paling rentan dan paling banyak menjadi korban.  

 

Keberhasilan reintegrasi dan rekonsiliasi bukanlah diukur dari telah terlaksananya 

program secara formal. Rekonsiliasi memerlukan tahapan dan waktu panjang. 

Dalam sebuah proses rekonsiliasi sesungguhnya, reintegrasi tidaklah dimaknai 

sebagai tahapan meraih akses ekonomi dan mempertahankan stabilitas keamanan 

secara cepat, melainkan sebuah proses panjang yang mempertemukan berbagai 

kelompok yang terlibat konflik dalam suatu sistem masyarakat dimana masyarakat 

itu kemudian melakukan  transformasi dalam bentuk sistem sosial baru. Proses ini 

tentu amat panjang dan melelahkan, terutama dalam konflik yang telah memakan 

waktu selama 30 tahun. Perlu kesabaran dan komitmen bersama dari semua pihak.  

 Karena tidak ada road map yang pasti dalam persoalan rekonsiliasi, maka 

Aceh tidak bisa meniru secara utuh proses rekonsiliasi yang telah terjadi di negara 

lain, seperti Afrika Selatan. Penyebab konflik dan kultur yang berbeda 

menjadikan Aceh tidak bisa menerapkan sistem lembaga KKR yang sama seperti 

di Afrika Selatan. Bahkan dalam beberapa kasus, pembentukan lembaga KKR 

yang diformalkan akan melahirkan banyak tantangan karena asumsi-asumsi yang 

salah atau harapan yang terlalu berlebihan terhadapnya.*** 
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2 Yusri Abdillah Stakeholders Partnership in Exploration and Exploitation of Culture: Linking 
Sustainable Tourism and Competitiveness of Bali Tourism Industry 

3 Indra Ardie Surya Kupu-Kupu Bantimurung: Keindahan Tanpa Kelestarian 

 

ROOM 3: RUANG SIDANG C (5th Floor) 

PANEL : EDUCATION  DEVELOPMENT IN INDONESIA: WAYS FORWARD? 
CHAIR PERSONS: YOYO, MA (SESSIONS 1 &2) AND SOTYA SASONGKO (SESSIONS 3 & 4) 

SESSION 1 TIME 
1 DEC 2009 

PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 13.00 – 14.45 Melissa Crouch Religious Education, Child Protection and Proselytisation in Indonesia 

2 Iis Prasetyo Competency Level Evaluation of Administrators of Community Learning Center  (PKBM) in 
Daerah Istimewa Yogyakarta 

3 Lany Kristono Internationally Standardized School : Empowering or Disempowering? 

4 Edi Subkhan The Polarization of the Post New Order  Indonesian Education Ideologies 

SESSION 2 1 DEC 2009   

1 15.00 – 16.45 Rakhmita Akhsayanti Online Collaborative Problem Solving: Gathering Indigenous Expertise Toward Sustainable 
Creativity and Motivational Dynamics of Voluntary Quran Teachers 

2 Rohandi Incorporating Indonesian Students Fund of Knowledge Into Teaching and Learning Science to 
Develop a Sustained interest in Science 

3 Siti Nurul Azakiyah How Can We Improve Education in Indonesia? 

4 Siti Sudartini Issues of Cultural Content in English Language Teaching 

SESSION 3 2 DEC 2009   

1 08.30 – 10.30 Thantien Hidayati Constitutional Language Game: The State’s Obligation on Citizen’s Right to Education (A legal 
semiotics study towards the Act of National Education System number 20 Year 

2 Vivi G Ramadani Expertise Diversity and Team Performance Relationship, Mediated by Team Learning 

3 Orin Stephney Multicultural Education and Culture 

SESSION 4 2 DEC 2009   

1 10.45 – 12.15 Fadilla Octaviana Upaya Mereduksi  Konflik Bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) Melalui 
Pendidikan Pluralis Multikuktural 

2 Agus Heri Setiabudi The Sustainable Employability of Indonesian Higher Education Institutions Graduates (A 
Concept Paper) 



3  Roni Badra Hirawan Kritik Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial: Sebuah Gagasan Konseptual tentang keilmuan Sosial 
Kodrati 

 

ROOM 3: RUANG SIDANG C (5th Floor) 

PANEL : JAPAN (SOUTH EAST ASIAN STUDIES)  
CHAIR PERSON: Jafar SURYOMENGGOLO (Graduate School of Asia and African Area Studies,, Kyoto University, JAPAN) 

SESSION 5 TIME PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 13.00-14.30   

   

   

 

ROOM 4: Room 407 

PANEL :RELIGION  INFLUENCES IN CONTEMPORARY DEMOCRACTIC INDONESIA 
CHAIR PERSONS: ZULY QADIR (SESSIONS 1 &2), SUHADI ( SESSIONS 3 & 4) 

SESSION 1 TIME  
1 DEC 2009 

PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 13.00 – 14.45 Agus Tridiatno Democratization in the Catholic Church, Experience of Semarang Arch Diocese in the Last 
Decade 

2 Achmad Siddiq Social Class, Religion and Politics: The Role of Kyai in the Regent Election (Pilbup) of 
Pamekasan 2008 

3 Amika Wardana The Unequal Umma: Assessing the Muslim Relationship Form Between Indonesians and 
Others 

4  Ahmad Antasol M Syariah Movement in the Past Suharto; The Application of syariah Regional Regulation in 
South Sulawesi and West java province 

SESSION 2 1 DEC 2009   

1 15.00 – 16.45 Hatim Gazali From Rule to Role of Religion in Indonesia: Seeking the Meaning of Religion in the 
Democratic Society 

2 Hilman Latief Internationalizing Domestic Aid: Charity Activism, Solidarity and Islamic Movement in 
Contemporary Indonesia 

3 Ihan Martoyo The Exclusive-Pluralist, A Psychological Approach to Religious Pluralism 



4 Nur Hidayah Feminizing Islam: Progressive Muslim Women’s Organization in Contemporary Indonesia 

SESSION 3 2 DEC 2009   

1 08.30 – 10.30 Lily Yuliadi Bin Arnakim The Influence of Islamic Movement on Indonesian Foreign Policy towards Palestine-Israel 
Issue 

2 Muhammad Najib Azca From Jihad to Local Politics: Narratives of Post Jihadists After Their Participation in religious 
Communal Violence in Indonesia 

3 Nur Said De-radicalization of Religious extremist through the Cultural Lenses: Understanding Sunan 
Kudus Multiculturalism Heritage for Values education in the Grass Root School 

SESSION 4 2 DES 2009   

1 10.45 – 12.15 Novita Rachmawati Interfaith dialogue in Indonesian Public Diplomacy as Contribution and Inovation in 
Indonesia Diplomacy 

2 Sehat Ihsan Shaudiqin Tasawuf dalam Wilayah Syariat: Sufism dalam Masyarakat Aceh Kontemporer 

3 Mochamad Sodik Pemberdayaan Hukum Perkawinan Indonesia: Upaya Menggeser Fikih yang Hegemonik 

 

ROOM 4: Room 407 

PANEL : LITTERATURE IN CONTEMPORARY INDONESIA 
CHAIR PERSON: KRIS WISMANUGRAHA (SESSION 5) 

SESSION 5 TIME 
2 DEC 2009 

PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 13.00 – 14.30 Novi Diah Haryanti  Hilang dan Terbuang: Kritik Sastra Sastra Pascakolonial Dua Karya Marco Kartodikromo 

2 Asep S Sambodja Historiografi Sastra Indonesia 1960-an 

3 Nurhadi Aspek Kekerasan Sebagai Refleksi Kondisi Politik dalam karya-Karya Fiksi Seno Gumilar 

 

ROOM 5: Room 406  

PANEL : LANGUAGE AND SOCIETY 
CHAIR PERSONS: AHMAD SABER (SESSIONS 1 & 2) 

SESSION 1 TIME 
1 DEC 2009 

PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 13.00 – 14.45 Aya Matsumura Does Ajeg Bali Influence the Kasta System? The Relationship Between the Promotion of Bahaasa 
Bali and Kasta 



2 Rina Marnita Language Choice among Minangkabau People: A Sociolinguistic Study 

3 Suharno Linguistics and Organisational Features in English Scientific papers by Bon Native Speakers 

SESSION 2 TIME 
1 DEC 2009 

  

1 15.00 – 16.45 Aslan Abidin Kehilangan Ritual: Ancaman Kepunahan Bahasa Bugis 

2 Eka Susylowati The Javanese Speech Level Used By Abi Dalem Kraton Surakarta Hadiningrat 

3 Joni Endardi Relasi Historis Isolek-Isolek Melayu di Sumatra Selatan Bagian Selatan: Kajian Linguistik 
Historis Komparatif 

4 Ishak Bagea Bahasa dan budaya yang Tercermin dari Pingitan (kahiya) masyarakat mawasangka 
Kabupaten Buton Sulawesi Tengah (Tinjauan Linguistik) 

 

ROOM 5: Room 406  

PANEL : LITTERATURE IN CONTEMPORARY INDONESIA 
 CHAIR PERSON: RENI TRIWARDANI (SESSION 3) 

SESSION 3 TIME 
2 DEC 2009 

PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 08.30-10.30 Syukrina 
Rahmawati 

Fettered Identity of Women in Gadis Pantai from Pramoedya Ananta Toer: Subaltern in 
Construction of Society Tradition 

2 Pujiharto Perubahan Posisi Pengarang dalam Fiksi Indonesia 

3 Turita Indah 
Setyani 

Simbolisme Penciptaan Dunia Jawa: Kajian terhadap teks Tantu Panggelaran 

 

ROOM 5: Room 406  

PANEL  PERFORMING ARTS IN INDONESIA 
CHAIR PERSON : Rr. PARAMITA DYAH FITRIASARI (SESSIONS 4 & 5) 

SESSION 4 TIME 
2 DEC 2009 

PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 10.45-12.15 S.T Hangar Budi Prasetya Katjiret (Trapped) by Pathet; Sound Space in Puppet Performance Musical 
Accompaniment  

2 Oki Rahadianto Sutopo Mencari Jalan Tengah: Strategi Survive Musisi Jazz di Yogyakarta 



3 Anastasia Wiwik Suwastiwi Joged Dukung Kepulauan Riau, Indonesa: Dari Perkampungan Nelayan ke Gedung 
Kesenian 

SESSION 5 2 DEC 2009   

1 13.00-14.30 Budi Setiyono Ritual Perkawinan, Mudik Campursari dan Imajinasi Modernitas di Jawa 

2 Susi Gustina Being Different: Women Artists’ Representation and Subalternity in Indonesian 
Popular Music 

3 Anastasia Melati Javanese Dance 

 

ROOM 6: Room 307 

PANEL CULTURE & IDENTITY 
CHAIR PERSON: M. DRAJAD (SESSIONS 1 & 2),  

SESSION 1 TIME 
1 DEC 2009 

PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 13.00 – 14.45 Chu Ling-Yin Reconciling Nostalgia Via The Sense of Taste: The Exploration from the Viewpoint of Food 
Scape to the Identity Formation of Indonesian Migrant People in Huallen Taiwan 

2 Danau Tanu Living Between Culture Like Obama: The Internationally Mobile Upbringing the Third 
Culture Kids and Its Application on Multicultural Indonesia 

3 Go Iwata Reconsidering the Concept of Siri Among the Bugis Makasar in South Sulawesi 

SESSION 2 1 DEC 2009   

1 15.00 – 16.45 Huang Yulun Fashionable Traditional Clothing: Pakaian Adat di bali 

2 Sayaka Takano Between Legal Reform and Adat Revivalism 

3 Zainuddin B Prasojo Globalization and Ethno Religious Identity in Indigenous Community: The Muslim Katab 
Kebahan Dayak of Malawi 

ROOM 6: Room 307 

PANEL CULTURE & IDENTITY 
CHAIR PERSON: DR. SRI MARGANA (SESSIONS 3 & 4), DR. WENING UDASMORO (SESSION 5)  

SESSION 3 TIME 
2 DEC 2009 

  

1 08.30 – 10.30 Herry Yogaswara The Collective Memory of Mass Violence : Maduranese Experience in the City of 
Sampit, Central Kalimantan 

2 Mukti Ali Studi Etnografi: Pasang Surut Air Laut Manifestasi Pasang Surutnya Kehidupan Orang 



Bajo 

3 Risma M Sinaga Pi’il Pasenggiri: Reproduction of Identity of Ethnic Lampung 

   

SESSION 4 2 DEC 2009   

1 10.45 – 12.15 Zulkarnaen S. Lokesywara Memahami Essential Messages Upacara Traditional Melalui Pembelajaran Sosiologi 
Integratif 

2 Herawati Aplikasi Unsur Visual Togkongan Sebagai Simbol Budaya Toraja 

3 Zulkarnaeni Muslim Revitalisasi Lembaga Adat di Nagan Raya 

SESSION 5 2 DEC 2009   

1 13.00 – 14.30 Yosafat H Trinugraha Institusi Lokal Di Antara Kekuatan Negara dan Pasar (Studi Kasus Arisan Motor di CU 
Satu Rasa, Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman, Yogyakarta) 

2 Tasrifin Tahara Produksi dan Reproduksi Stereotip Orang Katobengke dalam Struktur Masyarakat 
Buton 

 

ROOM 7: Room 306 

PANEL : DEMOCRACY & POLITICS 
CHAIR PERSON: TRI HASTUTI (SESSIONS 1 & 2) 

SESSION 1 TIME 
 1 DEC 2009 

PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 13.00 – 14.45 Djajadi Hanan Managing Democratization: Initial Assessment of Legislature’s Role in the Post Soeharto 
Indonesia  

2 Hasrul Hanif A Post Marxist Discourse Analysis on Formation of New Welfarism in Contemporary Indonesian 
Local Politic Language Used in Presentation 

3 Kevin William Fogg Defining Indonesian Democracy: Muslim Politics in the 1950’s 

4 Meidi Kosandi ASEAN in Indonesian Foreign Policy 

SESSION 2 1 DEC 2009   

1 15.00 – 16.45 Mirza Satria Buana Law as a Guardian of Democracy, State, Stability and Economic Development  

2 Oman Heryaman Political Parties’ Behavior in Indonesia in the Election Campaign and Political Campaign 

3 Samsul Maarif Democracy for Indigenous People in Indonesia 

4 Takuya Hazagawa Emerging as Better Government: The Case of Solok Regency 

 



ROOM 7: Room 306 

PANEL DEMOCRACY & POLITICS 
CHAIR PERSON: ARI SUJITO 

SESSION 3 TIME 
2 DEC 2009 

PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 08.30 – 10.30 Inna Junaenah Politik Hukum dalam Kewenangan Pemerintah Daerah Bagi Tenaga Kerja Indonesia 

2 Kris Nugroho Institutionalisasi Sistem Partai : Kasus PKB dan PPP dalam pilkada di Sampang Madura 

3 Zuhri Humaidi Islam, Politik dan nasionalisme (Memahami Politik Indonesia Pasca Orde Baru) 

SESSION 4 2 DEC 2009   

1 10.45 – 12.15 Iskandar Zulkarnaen 
, Yuli Asbar 

Reintegrasi dan Rekonsiliasi: Studi tentang Pengelolaan Program Reintegrasi Pasca Konflik 
di Aceh 2006-2009 

2 Halili  Patologi Demokratisasi Desa: Kerentanan Demokrasi dari Luar dalam pemilihan Kepala 
Desa 

3 Hasanudin Daud Partisipasi Partai Politik Islam dalam Proses Demokrasi: Satu Perbandingan antara PKS 
(Indonesia dan PAS Malaysia 

 

ROOM 7: Room 306 

PANEL: PUBLIC HEALTH 
CHAIR PERSON: Prof. drg. NIKEN, SU, Md, Sc 

SESSION 5 TIME 
2 DEC 2009 

PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 13.00 – 14.30 Nurlaila Widyarini The Importance of Control Strategies on Health Behavior and Negative Emotions 
On Patients with Type II Diabetes Melitus 

2 Nurul Kodriyati Possibility of Conducting Work Site Cardiovascular Screening in Indonesia 

3 Siti Rachmah Pengalaman Anak terhadap Tindak Kekerasan di Wilayah Konflik (Studi Kasus 
pada  Sebuah Panti Asuhan di Kabupaten Aceh Utara) 

 

ROOM 8: ROOM SEMINAR (5th Floor) 

PANEL: MEDIA IN CONTEMPORARY INDONESIA 



CHAIR PERSON : FIRLY ANISA (SESSIONS 1 & 2), RATNA NOVIANI (SESSIONS 3) 

SESSION 1 TIME 
1 DEC 2009 

PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 13.00 – 14.45 H.M. Isplancius Ismail Juridical Analysis Against the Action of Indonesian Government in Giving 
Protection for Journalists in the Internal Armed Conflict in Indonesia 

2 R. Herlambang Perdana Freedom of Expression Under Siege: Case Study of Draconian law against Press 
Freedom in Indonesia 

3 Jandy E Luik Indonesian Overseas Workers in Media: Discourses of Indonesian Overseas 
Workers in Indonesian Newspaper 

SESSION 2 1 DEC 2009   

1 15.00 – 16.45 Lana Mutisari The Antecedents and Consequence of Website Trust: A Study of Social Network 
Online Shop Site 

2 Irwansyah Internet as a Political Media to Attract y Generation (A Preliminary for Website 
Evolution of Indonesia Political Party Sites during 2009 legislative Election) 

3 M.A Inez Sapenno The Ghost in the Machine: Digital Inclusion in East Java Village 

SESSION 3 2 DEC 2009   

1 08.30 – 10.30 Laura Coppens Films of Desire: Queer(ing) Indonesian Cinema 

2 Rudy Handoko Priming Effect onYouth: Group Violence Due to Violence in Television 

3 Suzie Handajani Sex as Resistance and Reflexion: Exploring Representation of Masculinities in 
Indonesian Men’s Lifestyle Magazines 

 

 

ROOM 8: ROOM SEMINAR (5th Floor) 

PANEL MEDIA 
CHAIR PERSON : RATNA NOVIANI (SESSION 4), NURUL HAPSARI (SESSION 5) 

SESSION 4 TIME 
2 DEC 2009 

PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 10.45 – 12.15 Kasiyan Advertisement in Contemporary Indonesian Mass Media: A Study of 
Postcolonial Perspective 

2 Mulharnetti Syas Political Economy, Television Industry and Media ethics: Case Co 
modification and Structuralisation in Infotainment Programs in Indonesian 



television 

3 Rahab A Study of Effect Environment, Organizational and Leader factors on the 
Decision of Small Business to Adopt Information Technology 

SESSION 5 2 DEC 2009   

1 13.00 – 14.30 Willy Abdillah Situational Cognitive Factors and Dispositional Personality Effect on the 
Internet Acceptance 

2 Kartika Rini Kalteng di Website: Sepotong Dunia Arkhais di meja Cepat saji 

3 S. Rouli Manalu The Internet and Democracy in Indonesia: An exploration of the Potential 
Role of the Internet in Supporting Democracy 

 

Room 9: RUANG SIDANG B (5th Floor) 

PANEL : CRCS 
CHAIR PERSON: ZAINAL ABIDIN BAGIR) 

SESSION 5 TIME PRESENTER TITLE OF PAPER 

1 13.00-14.30   

   

   

 




